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ABSTRAK 
SADLY IRIANTO PRATAMA PUTRA (B11110429), Efektivitas 
Pidana Denda terhadap Pelanggar Lalu Lintas berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan di Kota Makassar dibawah bimbingan Andi Pangerang Moenta 
selaku pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pidana denda 
terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar 
dan untuk mengetahui proses penyelesaian denda tilang yang diberikan 
pihak Kepolisian kepada pelaku pelanggaran lalu lintas. 
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan 
(Library Research) dan metode penelitian lapangan (Field Research). 
Metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk 
mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri 
literature-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, 
sedangkan metode penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan di 
lapangan dengan pengamatan langsung, dalam hal ini penulis melakukan 
wawancara dengan Baur Tilang Polrestabes Kota Makassar dan para 
pihak yang tergolong sebagai pelanggar, serta pihak-pihak yang terkait 
dengan penulisan skripsi ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana denda 
terhadap pelanggar lalu lintas belum efektif, karena masih banyak 
masyarakat yang tidak takut untuk melakukan pelanggaran lalu lintas 
kembali. Hal ini disebabkan karena (1) Pidana denda dapat dibayar atau 
ditangguhkan oleh pihak ketiga, sehingga pidana denda yang dijatuhkan 
tidak secara langsung dirasakan oleh si pelanggar. (2) PIdana denda itu 
lebih menguntungkan bagi orang yang mampu. (3) Pidana denda tidak 
menimbulkan stigma atau cap sebagai penjahat bagi pelanggar. 
Transparansi dalam penyelesaian denda tilang mempengaruhi citra 
Kepolisian khususnya Satlantas Polrestabes Makassar. Penyelesaian 
denda tilang erat kaitannya dengan dana hasil tilang, semakin transparan 
proses penyelesaian tersebut, semakin banyak dana yang dihasilkan 
sehingga dapat menjadi salah satu sumber pemasukkan Negara. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam masalah hukum dan masyarakat, maka kita akan 
berbicara mengenai hubungan hukum dan masyarakat. Suatu aturan 
yang dibuat diharapkan mampu disadari dan ditaati oleh masyarakat 
sehingga hukum dapat dikatakan telah efektif. Oleh karena itu, hukum 
atau aturan tidak akan berjalan dengan baik ketika dalam 
penerapannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap aturan 
tersebut. 
Besarnya sanksi dalam suatu aturan tidak serta merta membuat 
masyarakat menjadi taat terhadap suatu aturan. Suatu ketaatan akan 
dilakukan oleh masyarakat apabila masyarakat mempunyai kesadaran 
hukum yang baik, yaitu pemahaman tentang lahirnya suatu aturan 
perundang-undangan adalah untuk menciptakan keadaan yang stabil 
dan tertib oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosialnya. 
Sebagai contoh, lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, tuntutan 
pemenuhan kebutuhan akan alat transportasi tidak hanya pada 
tersedianya alat taransportasi yang murah dan cepat. Kesadaran akan 
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keselamatan pada benda dan nyawa juga menuntut akan tersedianya 
alat transportasi yang aman, nyaman, tetapi lancar.  
Berkaitan dengan tuntutan akan kondisi transportasi tersebut, 
maka pemerintah selain menyediakan segala sarana dan prasarana 
fisik pendukung dan menjamin terciptanya kondisi lalu lintas dan 
angkutan jalan yang dicita-citakan juga selalu merespon dan 
memperbaharui aturan-aturan yang berkaitan dengan lalu lintas demi 
menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), 
pelanggaran terhadap aturan tersebut diberikan sanksi yang pada 
umumnya berupa pidana denda, besarnya pidana denda yang telah 
diatur diharapkan mampu mencegah terjadi pelanggaran terhadap 
undang-undang tersebut sehingga aturan yang dibuat telah dikatakan 
efektif dalam penerapannya. 
Pidana denda adalah salah satu pidana pokok yang diatur 
dalam KUHP, disamping itu pidana denda diatur juga dalam undang-
undang tindak pidana khusus dan di dalam Peraturan Daerah serta 
dalam rancangan kitab undang-undang pidana baru.  
Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 
KUHP tersebut adalah : 
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a. Pidana pokok  
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara pidana kurungan 
3. Pidana denda 
4. Pidana tutupan (terjemahan BPHN) 
b. Pidana tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim.  
Dengan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dapat bersifat 
sebagai pencegahan khusus untuk menakut-nakuti si penjahat agar 
tidak melakukan kejahatannya lagi dan pencegahan umum yakni 
sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat agar takut 
melakukan kejahatan.  
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, 
mengenai ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan 
suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran 
agar tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada 
masyarakat yang baik. 
Adapun tujuan lain dari pemidanaan yang secara akademis 
telah dituangkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. Dinyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah: 
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat; 
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna; 
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3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; 
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
Dari uraian diatas diharapkan sikap disiplin dalam berlalu lintas, 
walaupun dalam perkembangannya telah banyak mengalami 
perubahan seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, baik 
tentang ketentuan umumnya, maupun besaran sanksi yang diberikan 
kepada pelanggar, tetapi pelanggaran terhadap aturan tersebut masih 
banyak dilakukan oleh masyarakat. 
Berbagai upaya- upaya dilakukan pemerintah demi terjaminnya 
kondisi yang tertib dalam masyarakat, salah satunya membuat dan 
memperbarui aturan-aturan yang berkaitan dengan lalu lintas tidak 
serta merta membuat masyarakat menjadi tertib secara keseluruhan. 
Apalagi berbicara lalu lintas yang terjadi di kota-kota urban yang 
kebutuhan dan problematikanya sangat kompleks sehingga berpotensi 
terjadinya pelanggaran terhadap aturan tersebut. 
Kepala Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) 
Kota Makassar, Muh. Rahim mengatakan setiap tahun jumlah angka 
kendaraan di Kota Makassar mengalami peningkatan sekitar 2-5 
persen.  
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Hingga Januari 2014, total jumlah kendaraan roda dua dan roda 
empat berkisar antara 8 ribu hingga 10 ribu unit. Dari angka itu, jumlah 
kendaraan pribadi lebih tinggi dibanding kendaraan umum dengan 
persentase 70 persen untuk kendaraan pribadi dan 30 persen untuk 
kendaraan umum. Dari data tersebut, dapat kita ketahui bahwa jumlah 
kendaraan di Kota Makassar sangatlah tinggi. Kemungkinan terjadinya 
pelanggaran Lalu Lintas diperkirakan dari tahun ke tahun makin 
meningkat, hal ini membuat aparat Kepolisian harus bekerja keras 
menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja terjadi. 
Sosoalisasi akan pentingnya berkendara secara aman, saling 
menghormati sesama pengendara, dan tetap taat kepada hukum yang 
berlaku merupakan hal penting yang menjadi pendukung keselamatan 
berlalu lintas. 
Semakin berkurangnya tingkat pelanggaran lalu lintas, maka 
efektivitas dari hukum tersebut dapat dikatakan tercapai. Sebaliknya, 
jika semakin bertambahnya jumlah pelanggaran lalu lintas tersebut 
dapat dikatakan bahwa efektivitas dari hukum itu belum tercapai. 
Untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas pihak Kepolisian 
memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku, diantaranya 
teguran langsung ataupun pemberian tilang (bukti pelanggaran). 
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Pemberian denda tilang (bukti pelanggaran) yang diberikan 
pihak Kepolisian hendaklah dibarengi dengan sosialisasi bagaimana 
proses penyelesaian denda tilang tersebut yang sesuai aturan.  
Berdasarkan asumsi tersebut diatas, maka penulis menyadari 
perlunya mengangkat sebuah judul penelitian yang membahas tentang 
efektivitas suatu aturan terutama yang berkaitan dengan lalu lintas 
khususnya di Kota Makassar dengan judul “ Efektivitas Pidana Denda 
Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota 
Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, 
maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah efektivitas pidana denda terhadap pelanggar lalu 
lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar? 
2. Bagaimanakah proses penyelesaian denda tilang yang diberikan 
pihak Kepolisian kepada pelanggar lalu lintas?  
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui efektivitas pidana denda terhadap pelanggar lalu 
lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian denda tilang yang 
diberikan pihak Kepolisian kepada pelanggar lalu lintas.  
D. Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya. 
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai 
bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan 
tugas-tugas kampus yang berhubungan dengan hasil penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Umum Efektivitas Hukum  
Dalam kamus ilmiah populer1, istilah efektivitas diartikan 
sebagai ketepatgunaan; hasil guna; menunjang tujuan. Ini berarti 
bahwa kata efektivitas digunakan untuk menentukan „sesuatu‟ yang 
digunakan sudah tepat penggunaannya dan dapat mencapai tujuan 
yang diinginkan atau yang diharapkan sebelumnya.  
Soerjono Soekanto pada intinya menggunakan tolak ukur 
efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal, yakni : faktor 
hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau 
fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.2 
Secara etimologi, kata efektif berasal dari efektif yang berarti 
ada efeknya (akibatnya, pengaruh, kesannya); manjur atau mujarab 
(tentang obat); dapat membawa hasil; hasil guna (tentang usaha 
atau tindakan); hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, 
peraturan).3 
Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang 
dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan 
                                                             
1
 Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, 1994. 
2
 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT RAJAGRAFINDO 
PERSADA, Jakarta, 2005, hlm. 9. 
3
 Tri Rama K, 1998, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta : Agung Media Mulia, 
hlm. 131. 
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pekerjaan tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran 
yang ditetapkan.4 
Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan 
secara efektif atau tidak yaitu antara lain :5 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan; 
3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan; 
4. Perencaan yang mantap; 
5. Menyusun program yang mantap; 
6. Tersedianya sarana dan prasarana; 
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien; 
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 
Sementara dalam konteks penegakan hukum, efektivitas 
merupakan tolak ukur dalam menilai efektif tidaknya suatu 
peraturan atau penegakan hukum di dalam masyarakat, 
pendekatan tolak ukur efektivitas tersebut dapat dilihat dari 
beberapa faktor, seperti :6 
1. Faktor hukum itu sendiri; 
2. Faktor penegak hukum; 
3. Faktor sarana dan prasarana; 
                                                             
4
 Sondang Siagi, 1991, Filsafat Administrasi,  Jakarta : Gunung Agung, hlm. 71 
5
 Ibid. hlm. 77. 
6
 Soejono Soekanto, 1982, Sosiologi Suatu Pengantar,Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 9. 
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4. Faktor masyarakat, dan  
5. Faktor kebudayaan. 
 Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran 
atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan kata lain 
suatu tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan 
rencana.  
 Van Loon mengemukakan bahwa efektivitas suatu 
perundang-undangan berarti bahwa tujuannya telah tercapai. 
Hal ini sangat tergantung pada berbagai faktor antara lain, 
pengetahuan tentang isi perundang-undangan, cara 
mendapatkan pengetahuan tersebut, dan pelembagaan 
undang-undang itu pada bagian-bagian masyarakat sesuai 
dengan ruang lingkup perundang-undangan itu.7 
 Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa 
suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai 
tujuan biasanya diatur pada pengaruh keberhasilannya untuk 
mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga yang 
mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjahui 
dikatakan negatif.8 
                                                             
7
 Soejono Soekanto, 1982, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta : Rajawali Pers, 
hlm. 37 
8
 Soejono Soekanto, 1985, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Bandung : Rajawali 
Pers, hlm. 7 
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 Soemarjan mengemukakan bahwa efektivitas hukum 
berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :9 
1. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu 
penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, 
menghargai, mengakui, dan menaati hukum. 
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-
nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak 
atau menentang hukum karena takut terhadap petugas 
atau polisi (compliance), menaati suatu hukum hanya 
karena takut terhadap sesama teman (identification), dan 
menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang 
dianutnya (internalization). 
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau 
pendek jangka waktu di mana usaha-usaha 
menanamkan itu dilakukan dan diharapan memberi hasil. 
 Kajian empiris terbagi atas beberapa macam kajian dan 
salah satunya ialah kajian sosiologi hukum. Kajian sosiologi 
hukum adalah suatu kajian yang objeknya ialah fenomena 
hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori 
sosiologis.10 
 Secara garis besar dapat diketahui bahwa obyek utama 
dari kajian sosiologi hukum sebagai berikut :11 
1. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald 
Black (1976: 2-4) sebagai Goverment Social Control. 
Dalam kaitan ini, sosiologi mengkaji hukum sebagai 
perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan 
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guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan 
masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai 
dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah disaat 
melakukan pengendalian terhadap perilaku-perilaku 
warga masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturan 
dapat terwujud. Oleh karena itu, sosiologi hukum 
mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian 
sosial dan sanksi eksternal (yaitu sanksi yang dipaksakan 
oleh pemerintah melalui alat Negara). 
2. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh 
sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan 
sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses yang 
berusaha membentuk warga masyarakat sebagai 
mahkluk sosial yang menyadari eksistensi berbagai 
kaidah sosial yang ada di dalam masyarakatnya, 
mencakup kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, 
dan kaidah sosial lainnya dan dengan kesadaran tersebut 
diharapkan  warga masyarakat menaatinya. Berkaitan 
dengan itu, maka tampaknya sosiologi cenderung 
memandang sosialisasi sebagai proses yang mendahului 
dan menjadi prakondisi, sehingga pengendalian sosial 
dilaksanakan secara efektif. 
13 
3. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. 
Perlu diketahui bahwa, stratifikasi yang menjadi obyek 
bahasan sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum, 
misalnya dalam konsep Hans Kelsen dengan Gurndorm 
teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan 
dalam suatu sistem kemasyarakatan. 
4. Obyek bahasan utama dari kajian sosiologi hukum 
adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini 
mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat 
serta hubungan timbal-balik diantara keduanya. 
 Dalam memfungsikan hukum sebagai alat rekayasa 
sosial, maka proses sosialisasi perundang-undangan sangat 
penting agar undang-undang atau aturan hukum tersebut benar-
benar efektif berlakunya. Jadi, suatu undang-undang harus 
disosialisasikan secara baik sebelum dilaksanakan. Oleh karena 
itu, proses sosialisasi undang-undang harus bertujuan :12 
1. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui 
suatu undang-undang atau peraturan; 
2. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi 
suatu undang-undang atau peraturan; 
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3. Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan 
diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang 
dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan 
tersebut. 
 Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya 
sosialisasi hukum, tujuannya ialah untuk meningkatkan 
kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat 
secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. 
Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua 
macam :13 
a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan 
hukum. 
b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan 
hukum. 
 Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk 
dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik 
untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum 
adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum 
sebagai aturan, norma, atau asas.14 
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Ada empat unsur kesadaran hukum, yaitu :15 
1. Pengetahuan tentang hukum; 
2. Pengetahuan tentang isi hukum; 
3. Sikap hukum; 
4. Pola perilaku hukum. 
 Achmad Ali membedakan kesadaran hukum dengan 
ketaatan hukum. Menurutnya, ketaatan hukum adalah 
kesadaran hukum yang positif sedangkan ketidaktaatan hukum 
padahal yang bersangkutan memiliki kesadaran hukum, berarti 
kesadaran hukum yang dimiliki adalah kesadaran hukum yang 
negatif.16 
 Menurut H.C. Kelman ketaatan hukum dapat dibedakan 
kualitasnya dalam 3 jenis, yakni :17 
1. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang 
taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena 
sanksi. 
2. Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang 
taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan 
baiknya dengan seseorang menjadi rusak. 
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3. Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika 
seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia merasa 
aturan itu sesuai dengan nilai-nilai interistik yang 
dianutnya. 
Selama ini, hokum hanya dipahami sebagai aturan-
aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek 
legal system tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut 
dengan persoalan-persoalan lain seperti dalam hal masalah-
masalah social. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin 
pengaturan dari penguasa, disisi lain ada juga pemahaman 
mengenai hukum yang menekankan aspek legitimasi dari 
peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal semestinya semua teori 
hukum hendaknya tidak menutup diri terhadap faktor-faktor 
social yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. 
Memahami kenyataan itu, mereka kemudian mencoba 
memasukkan unsure-unsur dan mempengaruhi ilmu social ke 
dalam ilmu hukum dengan menggunakan strategi ilmu sosial. 
Ada perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untuk 
bekerjanya hukum secara keseluruhan sehingga hukum tidak 
hanya mengandung unsure pemaksaan dan penindasan. 
Pendekatan ilmu sosial memperlakukan pengalaman hukum 
sebagai sesuatu yang berubah-ubah dan konstekstual. 
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Hukum responsive berorientasi pada hasil, pada tujuan-
tujuan yang akan dicapai diluar hukum. Dalam hukum 
responsive, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan 
melalui subordinasi. Cirri khas hukum responsive adalah mencari 
nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. 
Dalam model hukum responsive ini, mereka menyatakan 
ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai 
interpretasi yang baku dan tidak fleksibel. 
Hukum tidak hanya rules (logic and rules), tetapi juga ada 
logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan yurisprudensi 
saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya 
dengan ilmu-ilmu sosial. Ini merupakan tantangan bagi seluruh 
pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari 
polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri 
dari hukum murni yang kaku dan analitis. 
Produk hukum yang berkarakter responsive proses 
pembuatannya bersifat pastisipatif, yakni mengundang 
sebanyak-banyaknya pastisipasi semua elemen masyarakat, 
baik dari segi individu, atapun kelompok masyarakat dan juga 
harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau 
kehendak dari masyarakat. Artinya produk hukum tersebut bukan 
kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya. 
Sifat responsive dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan 
18 
kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tida boleh 
dipakai oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsive 
mengandung arti suatu komitmen kepada hukum didalam 
perpektif konsumen. 
Nonet dan Selznick menunjuk kepada dilemma yang 
pelik di dalam institusi-institusi antara integrasi dan keterbukaan. 
Integritas berarti bahwa suatu institusi dalam melayani 
kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur-
prosedur dan cara-cara bekerja yang memebedakannya dari 
institusi-institusi lain.  
Keterbukaan yang sempurna berarti bahwa bahasa 
institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai dalam 
masyarakat pada umumnya, akan tetapi akan tidak lagi 
mengandung arti khusus, dan aksi-aksi institusional akan 
disesuaikan sepenuhnya dengan kekuatan-kekuatan di dalam 
lingkungan sosial, namun akan tidak lagi meruapakan satu 
sumbangan yang khusus kepada masalah-masalah sosial. 
Konsep hukum responsive melihat suatu pemecahan 
untuk dilema ini yang mencoba untuk mengkombinasikan 
keterbukaan dengan integritas. 
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 Menurut C.G. Howard & R.S. Mumners  faktor-faktor 
yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum 
antara lain :18 
1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan 
kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target 
aturan hukum secara umum. Oleh karena itu, jika aturan 
hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka 
perbuatan undang-undang dituntut mampu memahami 
kebutuhan hukum dari target pemberlakuan hukum 
tersebut. 
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, 
sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya 
aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum 
itu harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, 
harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara 
pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan isterpretasi 
dari penegak hukum yang akan menerapkannya. 
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan 
hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang 
menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam 
suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan 
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hukum yang berlaku di Negaranya. Tidak mungkin semua 
penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu 
mengetahui keberadaan suatu peraturan hukum dan 
substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak 
disosialisasikan secara optimal. 
4. Jika hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-
undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat 
melarang dan jangan bersifat mengharuskan, sebab 
hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan 
ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan. 
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus 
dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar 
tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat 
untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk 
tujuan lain. 
6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan 
hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk 
dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang 
diancam oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang berlaku di Indonesia saat ini terlalu berat jika 
dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia. 
Sanksi denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan 
umum yang tidak menggunakan ikat pinggang pengaman 
21 
atau pemadam kebakaran terlalu berat untuk mampu 
dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi terlalu 
ringan untuk suatu jenis kejahatan tertentu akan 
berakibat warga masyarakat tidak akan segan untuk 
melakukan kejahatan tersebut. 
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses 
jika terjadi pelanggaran aturan hukum tersebut adalah 
memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur 
dan diancam dengan sanksi memang tindakan yang 
konkret, dapat dilihat, dapat diamati, oleh karenanya 
memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan 
(penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 
penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang 
mengancam sanksi terhadap tindakan yang bersifat gaib 
atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena 
mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. 
Mengancam sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal 
sebagai “sihir” adalah mustahil untuk efektif dan 
dibuktikan. 
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral yang 
berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif 
ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai 
moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target 
22 
diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang 
sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan 
mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan 
diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, 
norma agama, norma adat istiadat atau norma 
kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur 
dan dilarang norma lain akan lebih tidak efektif. 
9. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, 
juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya 
aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya 
aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, 
sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang 
mencakupi tahapan-tahapan penemuan hukum 
(penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan 
konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus 
konkret. 
10. Efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 
mensyaratkan adanya pada standar sosio-ekonomi yang 
minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya 
ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, 
karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud 
secara optimal jika masyarakat dalam keadaan chaos 
atau situasi perang dahsyat. 
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 Jika mengkaji mengenai efektivitas perundang-undangan, 
maka efektifnya suatu perundang-undangan banyak tergantung 
pada beberapa faktor, antara lain :19 
1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-
undangan. 
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-
undangan di dalam masyarakatnya. 
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, 
yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk 
kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh 
Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-
undang sapu) yang memiliki kualitas buruk dan tidak 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
 Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua 
perspektif :20 
1. Perspektif Organisator 
 Perspektif organiastor yang memandang perundang-
undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. 
Pada perspektif organisatoris, tidak terlalu 
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memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya 
diatur oleh hukum atau perundang-undangan. 
2. Perspektif Individu 
  Perspektif individu lebih banyak berfokus pada segi 
individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur 
oleh perundang-undangan. Perspektif individu ini lebih 
berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-
pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan 
seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan 
kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang 
banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan. 
B. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan  
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang dimaksud 
pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada 
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu. Didalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi 
apa yang disebut “tindakan” (tata tertib)21.  
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai 
pidana. Dalam hukum pidana kata “pidana” berarti hal yang 
“dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan 
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kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak 
dirasakannya dan juga hal-hal yang sehari-hari dilimpahkan22. 
Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran 
hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan 
penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan 
penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda 
terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.  
Sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum dengan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang 
melanggar larangan tersebut. Pembentuk undang-undang kita 
telah menggunakan perkataan “strafbaar feit” untuk menyebut 
apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana23. Pemahaman mengenai 
pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk 
kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan 
kesadaran hukum masyarakat.24 
Dari pengertian Pidana, Hukum Pidana, dan Tindak 
Pidana diatas dapat kata lihat bahwa dalam suatu tindak pidana 
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akan menimbulkan suatu pidana yang dijatuhkan kepada 
seseorang dan untuk itu dalam setiap penjatuhan pidana 
diperlukan hukum yang mengaturnya.  
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan 
sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. 
Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, 
sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses 
pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim25.  
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang 
penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama 
karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi 
positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam 
masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah 
berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat 
jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.  
Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan 
muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses 
yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana, 
dan biaya ringan. Di dalam proses pemidanaan, untuk orang 
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dewasa tunduk sepenuhnya pada KUHP dan peraturan 
pelaksanaannya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus 
sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Anak.  
Dengan perlakuan khusus terhadap anak bukan berarti 
orang dewasa dapat diperlakukan sewenang-wenang. 
Perlakuan terhadap orang dewasa yang terlibat tindak pidana 
(tersangka, terdakwa, atau terpidana) tetap berdasarkan 
perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tersangka, 
terdakwa maupun terpidana maka yang bersangkutan tetap 
mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi.26  
2. Tujuan dan Teori Pemidanaan  
Pidana dan tujuan penjatuhannya merupakan dua faktor 
penting dalam hukum pidana. Dengan mengetahui dan 
berpersepsi sama atas makna pidana dan tujuannya, maka 
dapat dicapai sasaran yang dikehendaki dalam melakukan 
penegakan hukum pidana. Jadi, antara pidana dan tujuan 
penjatuhannya mempunyai kaitan yang strategis, juga sifat dan 
bentuk pidananya.27  
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Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya 
hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam 
mengidentifikasikan tujuan pemidanaan bertolak pada 
keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan 
masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak 
pidana”.28  
Tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah, 
dapat dihimpun sebagai berikut:  
1) Pembalasan (revenge)  
Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan 
malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan 
pembalasan ini wajib menderita sama dengan yang telah 
ditimpakan kepada orang lain. Di dalam masyarakat primitif, 
tujuan pemidanaan yang lebih menonjolkan aspek 
pembalasan ini sering terjadi, akibat perbuatan seseorang 
suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain, bahkan 
kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut 
pada seluruh suku atau clan atau kampong. Sering suatu 
kampung menyerang kampung lain sebagai suatu pidana 
pembalasan.  
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2)  Penghapusan Dosa (expiation)  
Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penebusan 
dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban 
manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada 
pemikiran yang bersifat religious. Pemidanaan menurut 
tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan suatu 
kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian 
terjadilah keseimbangan.  
3) Menjerakan (deterrent)  
Alasan pembenar mengenai tujuan penjeraan ini 
didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat 
oleh Negara akan mencegah atau membatasi terjadinya 
kejahatan. Ini akan membuat orang yang rasional berpikir 
tentang untung ruginya suatu perbuatan. Dasar 
pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan 
hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke-18 untuk 
reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy 
Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. 
Perbuatan-perbuatan pidana dapat dikurangi dengan jalan 
mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, 
dan sepadan. 
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4) Perlindungan Terhadap Umum (protection of the public)  
Sistem pemidanaan demikian adalah mengisolasi 
penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. 
Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan 
menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada 
penjahat, misalnya dicap bakar, supaya orang jujur 
menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan ke 
dalam penjara. Diperkirakan biaya isolasi penjahat tersebut 
dari masyarakat akan kurang sebanding dengan kerugian 
yang mungkin ditimbulkan jika ia dibiarkan bebas. Isolasi 
penjahat dari masyarakat ini juga tidak lebih berat daripada 
kemungkinan ia lebih jahat setelah ia hidup di penjara.  
5) Memperbaiki si Penjahat (rehabilitation of the criminal)  
Tujuan ini paling banyak diajukan oleh orang di jaman 
modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat 
mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga 
tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan 
datang. Bagi para psikiatris hal tersebut dapat dicapai 
dengan jalan menciptakan program-program yang bersifat 
nasehat-nasehat kepada individu dalam kelompok dan 
menciptakan suatu milieu yang dapat menyembuhkan si 
penjahat. Bagi para sosiolog, maksud tersebut dapat dicapai 
dengan jalan mengadakan pendidikan dan latihan kerja 
31 
keterampilan. Masih banyak orang yang membantah 
kegunaan cara ini, karena bagaimana mungkin si penjahat 
dapat berubah menjadi lebih baik, jika masyarakat di mana 
ia hidup dan yang membentuk wataknya tidak berubah. 
Begitupula dengan keanekaragaman pandangan dan cara 
hidup yang masih terdapat pada suku bangsa.29  
Dalam konteks pemidanaan biasanya teori 
pemidanaan dibagi dalam 3 golongan besar, yang dapat 
diuraikan sebagai berikut :  
1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan  
Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus 
diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar 
menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah 
melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun 
yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak 
dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat 
mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, 
tidak dilihat ke masa depan.  
 
2) Teori Relatif atau Teori Tujuan  
Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak 
harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup 
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adanya suatu kejahatan tetapi harus dipersoalkan perlu dan 
manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si 
penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, 
tetapi juga pada masa depan.30  
Dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh 
daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, 
teori-teori ini juga dinamakan teori-teori tujuan (Dhoel-
Theorien). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada 
upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan 
itu tidak terulang lagi (Prevensi).  
Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus 
atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya 
berdasar atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan 
dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang 
akan takut menjalankan pidana.  
Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini 
ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi 
umum diusahakan para oknum semua juga takut 
menjalankan kejahatan.  
Menurut teori relatif, maka dasar pemidanaan adalah 
pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan 
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dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) 
dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari 
pemidanaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus. 
Dalam prevensi umum seperti dikemukakan oleh Von 
Feuerbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui 
bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan 
suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati. 
Akan tetapi, penakutan seperti itu bukanlah suatu jalan 
mutlak (absolut) untuk menahan orang melakukan suatu 
kejahatan.  
Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat 
untuk menahan mereka yang sudah merencanakan 
melakukan suatu kejahatan yaitu khususnya mereka yang 
sudah biasa tinggal dalam penjara, mereka yang belum 
dewasa pikirannya, para psikopat dan lain-lainnya. Yang 
menjadi keberatan terhadap teori prevensi umum seperti 
yang dikemukakan oleh Von Feuerbach adalah apakah 
sesuatu ancaman pidana itu sesuai atau tidak dengan 
beratnya kejahatan yang dilakukan. Ancaman pidana itu 
adalah sesuatu yang abstrak, sehingga sangat sukar untuk 
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menentukan batas beratnya pidana yang akan diancamkan 
itu.31 
Sedangkan menurut teori prevensi khusus, maka 
tujuan pemidanaan adalah menahan niat buruk pembuat, 
pemidanaan bertujuan menahan pelanggar mengulangi 
perbuatannya atau menahan calon pelanggar melanggar 
perbuatan jahat yang telah direncanakannya. 
Menurut pandangan modern, prevensi khusus 
sebagai tujuan dari hukum pidana adalah merupakan 
sasaran utama yang akan dicapai. Sebab tujuan 
pemidanaan disini diarahkan ke pembinaan atau perawatan 
bagi si terpidana, yang berarti dengan pidana itu ia harus 
dibina sedemikian rupa, sehingga selesai menjalani 
pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada 
sebelum ia mendapat pidana. Menurut Soedarto, 
keberhasilan pembinaan tersebut dapat dilihat dari besar 
kecilnya residivisme, artinya apakah orang yang telah 
dipidana dan mendapat perawatan atau pembinaan itu 
masih melakukan tindak pidana lagi atau tidak.  
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3) Teori Gabungan  
Apabila terdapat dua pendapat yang diametral 
berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu 
pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. 
Demikian juga disamping teori-teori absolute dan teori-
teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul 
teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur 
“pembalasan (vergelding) dalam hukum pidana”. Akan 
tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan 
unsure memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap 
pidana.32 
Teori gabungan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : 
a) Teori menggabungkan yang menitikberatkan 
pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh 
melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup 
untuk dapat mempertahankan tata tertib 
masyarakat. 
b) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pada 
pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh 
lebih berat daripada suatu penderitaan yang 
beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang 
dilakukan oleh terpidana. 
                                                             
32
 Salmi,Akhiar,Op.cit.hal 33 
36 
c) Teori menggabungkan yang menganggap kedua 
asas tersebut harus dititikberatkan sama.  
3. Jenis-jenis Pemidanaan  
Mengenai jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim 
pidana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut 
disebutkan bahwa jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan 
terhadap terpidana atau pelaku tindak pidana adalah :  
1. Pidana pokok, terdiri dari :  
a. Pidana mati  
b. Pidana penjara  
c. Pidana kurungan  
d. Pidana denda  
2. Pidana tambahan, terdiri dari :  
c. Pencabutan hak-hak tertentu  
d. Perampasan barang-barang tertentu  
e. Pengumuman putusan hakim  
Sedangkan jenis-jenis pidana pada Naskah Rancangan 
KUHP baru hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen 
Kehakiman adalah sebagai berikut :33  
1) Pasal 68  
a) Pidana pokok terdiri atas :  
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1. Pidana penjara  
2. Pidana tertutup  
3. Pidana pengawasan  
4. Pidana denda  
5. Pidana kerja social  
b) Urutan pidana sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) 
menentukan berat ringannya pidana.  
2) Pasal 69  
Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus.  
3) Pasal 70  
a) Pidana tambahan terdiri atas :  
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu atau tagihan  
3. Pengumuman putusan hakim 
4. Pembayaran ganti kerugian 
5. Pemenuhan kewajiban adat  
b) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
hanya dapat ditambahkan jika tercantum secara tegas 
dalam perumusan tindak pidana.  
c) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau 
pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan 
sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam 
perumusan tindak pidana.  
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d) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan 
adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak 
pidananya.  
Sejarah hukum modern Indonesia mencatat, karena 
berbagai persoalan yang muncul dan pemikiran yang 
berkembang, para ahli hukum dan politisi Indonesia 
menggugat untuk merevisi KUHP yang bukan buatan 
Indonesia, tetapi benar-benar buatan Pemerintah Hindia 
Belanda yang diberlakukan untuk kepentingan penjajahan, 
dan kemudian terus dipertahankan untuk kepentingan 
penguasa setelah kemerdekaan. 
4. Prinsip Penjatuhan Pidana Menurut KUHP  
Bagian terpenting dari suatu KUHP adalah stelsel 
pidananya karena KUHP tanpa stesel pidana tidak akan ada 
artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, 
karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni 
syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan 
pidananya itu sendiri.  
Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam 
pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam Pasal 
10 tersebut dibuat menurut beratnya pidana, di mana yang 
terberat disebut terlebih dahulu.  
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Dalam penerapan perumusannya pada tiap-tiap pasal 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana digunakan sistem 
alternatif, dalam arti bila suatu tindak pidana, hakim hanya boleh 
memilih salah satu saja.  
Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif dimana hakim 
dapat memilih lebih dari satu jenis pidana. Bahkan diantara 
pasal-pasal KUHP terdapat pasal-pasal yang hanya 
mengancam secara tunggal, dalam arti terhadap pelaku tindak 
pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancam tersebut. 
Di sini hakim sama sekali tidak memiliki kebebasan memilih 
jenis pidana, tetapi hanya dapat memilih mengenai berat ringan 
atau cara pelaksanaan pidana dalam batas-batas yang 
ditentukan Undang-undang.  
Dalam KUHP Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman 
hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu 
pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran 
supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat 
kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain 
menjadi orang baik.34 
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C. Pidana Denda  
a) Definisi dan Lahirnya Pidana Denda  
Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), yang pada 
dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) 
yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang 
yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. 
Sedangkan Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam 
bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb). 
Jadi, definisi dari pidana denda adalah suatu hukuman yang 
berupa keharusan membayar dalam bentuk uang yang sengaja 
dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah 
terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.  
Penerapan pidana denda selalu dibayangi dengan 
penerapan pidana penjara yang telah mendapatkan tantangan 
dari berbagai kajian, penelitian dan pengalaman empiris, 
sehingga membuka pemikiran kearah berbagai pidana alternatif 
dari pidana kehilangan kemerdekaan.35  
Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam 
hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula 
secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku 
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kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan 
kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan 
swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban 
untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang 
telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap 
kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan 
oleh pembalasan.  
Korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan 
popularitas hukuman dalam bentuk uang. Pidana denda itu 
sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua dari 
pada pidana penjara. Pembayaran denda terkadang dapat 
berupa ganti kerugian dan denda adat. Dalam zaman modern, 
denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat 
dikumulatifkan dengan penjara. Pidana denda pada mulanya 
adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, 
maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang 
jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, 
serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun 
selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan 
untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau 
atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.  
42 
Pada sekitar abad kedua belas, orang yang dirugikan 
mendapatkan pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, 
sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik, 
akhirnya mengambil seluruh pembayaran ganti rugi tersebut. 
Dalam hukum pidana, denda yang dibayarkan kepada Negara 
atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dapat 
diganti dengan pidana kurungan jika tidak bayar.  
b) Perkembangan Pidana Denda di Indonesia  
Pidana mati adalah suatu pidana yang ditujukan kepada 
jiwa orang, pidana penjara dan kurungan kepada kebebasan 
orang, sedangkan pidana denda tertuju kepada harta benda 
orang berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu. 
Diantara jenis-jenis pidana yang terdapat didalam KUHP (WvS) 
jenis pidana denda merupakan pidana tertua, lebih tua dari 
pidana penjara, mungkin setua pidana mati.  
Sebelum menjadi sanksi yang mendukung sistem 
pemidanaan (KUHP), pidana denda telah dikenal secara luas 
hampir setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun 
dengan bentuknya yang primitif, dan tradisional Indonesia.  
Pada zaman kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda 
biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian 
dan pembunuhan binatang peliharaan yang menjadi kesenangan 
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raja. Dalam menetapkan besar atau kecilnya denda tergantung 
pada besar atau kecilnya kesalahan yang diperbuat, yaitu dapat 
diperinci sebagai berikut:  
a. Berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada 
siapa kesalahan itu diperbuat. 
b. Berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau 
binatang yang terkena. 
c. Berdasarkan perincian anggota yang terkena. 
d. Berdasarkan berlakunya perbuatan. 
e. Berdasarkan niat orang yang berbuat salah. 
f. Berdasarkan jenis barang atau binatang yang menjadi 
objek perbuatan.  
Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah 
harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan apa 
yang diperintahkan tuannya. Bila hutang benda dapat dilunasi 
maka setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba. Dan tidak 
berhak menetapkan berapa lama orang yang bersalah itu 
menghamba untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang 
berkuasa.  
Pidana denda juga dikenal di beberapa masyarakat 
tradisional di Indonesia, misalnya didaerah Teluk Yos Sudarso 
(Irian Jaya) seorang yang melanggar ketentuan hukum adat 
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dapat dikenakan hukuman sanksi antara lain membayar denda 
berupa bekerja untuk masyarakat.  
Di Tapanuli, jika pembunuh tidak dapat membayar uang 
salah, keluarga yang terbunuh menyarankan untuk dijatuhi 
hukuman mati, maka pidana mati dilaksanakan. Sedangkan di 
Minangkabau, dikenal hukum balas membalas, yaitu siapa yang 
mengucurkan darahnya. Hal ini menurut pendapat konservatif 
dari Datuk Ketemanggungan, eksekusi dilaksanakan di muka 
umum dengan cara ditikam.   
c) Pidana Denda sebagai Alternatif Pidana Penjara  
Tindak pidana kejahatan dalam KUHP pada umumnya 
diancam dengan pidana penjara. Dalam beberapa ketentuan di 
KUHP terdapat pula suatu tindak pidana kejahatan yang 
diancam dengan pidana kurungan atau denda tanpa 
dialternatifkan dengan pidana penjara. Pidana kurungan dan 
denda tersebut ada yang diancamkan secara tunggal dan ada 
yang secara alternatif. Kejahatan yang hanya diancam dengan 
pidana denda saja ditentukan dalam Pasal 403 yakni paling 
banyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pidana 
tunggal dan pidana alternatif sebagai pengganti atau pilihan 
45 
pidana penjara tidak signifikan dalam KUHP sehingga yang 
menonjol adalah ancaman pidana penjara.36 
Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat 
penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, hakim wajib 
mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada disekitar si 
pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari 
perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang 
dijatuhkan bagi si pembuat pidana dimasa mendatang, 
pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi 
keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. 
Hakim dalam menerapkan pidana penjara disamping 
mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga 
memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat 
menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan 
(pidana penjara), seperti misalnya :  
a. Faktor usia si pembuat pidana; 
b. Perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali ; 
c. Kerugian terhadap korban.  
Ada sesuatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, 
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namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan 
pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan 
hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan 
serta pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim hakim 
dapat dijatuhkan pidana denda.  
Disini sikap memilih pidana denda benar-benar atas 
pertimbangan hakim secara cermat dan obyektif dan praktis 
daripada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) 
atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda 
dibandingkan dengan pidana penjara.  
Ketentuan yang mengatur pidana denda ini dicantumkan 
dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33. Pembayaran denda 
tidak ditentukan harus terpidana. Dengan begitu dapat 
dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya.37  
d) Pengaturan Pidana Denda di Indonesia  
Rancangan KUHP, sebagai ancaman hukum nasional, 
banyak menjanjikan berfungsinya pidana denda yakni pidana 
denda ditentukan paling banyak berdasarkan kategori dan 
ditentukan pidana minimumnya; pidana denda untuk korporasi; 
pertimbangan kemampuan terpidana dalam penjatuhan pidana 
denda; pidana denda yang dapat dibayar secara mencicil dan 
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jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diambil dari 
kekayaan atau dapat diganti dengan pidana kerja sosial, pidana 
pengawasan, atau pidana penjara yang ditentukan berdasarkan 
perhitungan dan ukuran-ukuran tertentu; dan pidana pidana 
denda bagi anak yang melakukan tindakan pidana. Dalam hal 
terjadinya nilai uang, ketentuan pidana dalam RUU KUHP 
relative memadai dengan rincian, sebanyak 127 pasal 
ditentukan ancaman pidana penjara tunggal, 40 pasal 
ditentukan ancaman pidana.  
Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain 
ditetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan 
pembayaran denda dapat di angsur. Pokok-pokok pidana denda 
sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut:  
a. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana 
denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah.  
b. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan 
kategori, yaitu :  
1) Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah  
2) Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah  
3) Kategori III, tiga juta rupiah  
4) Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah  
5) Kategori V, tiga puluh juta rupiah  
6) Kategori VI, tiga ratus juta rupiah  
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c. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah 
kategori lebih tinggi berikutnya. 
d. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan :  
1) Pidana penjara paling lama 7 tahun sampai dengan 
15 tahun adalah denda kategori V.  
2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana penjara paling lama 20 tahun adalh denda 
kategori VI.  
3) Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV.38  
D. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah 
ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 
2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI, Bapak Susilo 
Bambang Yudhoyono  pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-undang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kelanjutan dari 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat dari 
pengembangan yang signifikan dari jumlah klausal yang diaturnya. 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 terdiri dari 16 bab dan 74 
pasal, sedangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
bertambah menjadi 22 bab dan 326 pasal. 
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Undang-undang Lalu Lintas sebelumnya yakni Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan bahwa untuk 
mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengalaman 
Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting danh strategis 
dalam pembangunan Bangsa yang berwawasan lingkungan dan 
hal ini tercermin dalam kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan 
wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan 
strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh 
persatuan, dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek 
kehidupan Bangsa dan Negara. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan mempunyai peran yang strategis dalam 
mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian 
dari upaya untuk memajukan kesejateraan umum. Dalam batang 
tubuh Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dijelaskan 
bahwa tujuan yang hendak dicapai ialah :39 
a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang 
aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda 
angkutan lain untuk memajukan kesejateraan umum, 
memperkokok persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu 
menjunjung tinggi martabat bangsa; 
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 
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c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi 
masyarakat. 
Undang-undang ini berlaku untuk membina dan 
menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, 
selamat, tertib dan lancar melalui :40 
a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di 
jalan; 
b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas 
pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan 
c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi 
kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu 
lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan 
hukum lalu lintas dan angkutan jalan. 
Dalam undang-undang ini, Negara bertanggung jawab atas 
lalu lintas dan angkutan jalan sedangkan pembinaannya 
dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan lalu lintas dan angkutan 
jalan meliputi Perencanaan, Pengaturan, Pengendalian, dan 
Pengawasan. Kemudian, pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan 
yang dijalankan oleh pemerintah, pelaksanaannya dilakukan oleh 
Instansi Pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang 
meliputi : 
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a. Urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh Kementerian 
Negara yang bertanggung jawab di bidang jalan; 
b. Urusan pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementerian Negara yang 
bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan; 
c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementerian Negara yang 
bertanggung jawab di bidang industri; 
d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementerian Negara 
yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; 
dan 
e. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi 
Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, 
Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta 
Pendidikan Berlalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
Dalam hal keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(POLRI) bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam 
mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan 
jalan. Penyelenggaraan kegiatan melalui kerjasama antara 
pembina lalu lintas dan angkutan jalan dan masyarakat. Untuk 
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mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan 
jalan dilaksanakan kegiatan : 
a. Penyusunan Program Nasional Keamanan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; 
b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan 
Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
c. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan 
penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan 
kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas; 
d. Pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan; 
e. Manajemen keamanan Lalu Lintas; 
f. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli; 
g. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan 
Pengemudi; 
h. Penegakan Hukum Lalu Lintas. 
Berbeda halnya dengan pihak Kepolisian yang bertanggung 
jawab memelihara keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
Pemerintah disebutkan dalam undang-undang ini bertanggung 
jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. 
Oleh karena itu, untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan 
angkutan jalan, ditetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi : 
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a. Penyusunan program Nasional Kegiatan Keselamatan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan; 
b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan 
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
c. Pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan; dan 
d. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Disamping itu, budaya keamanan dan keselamatan dalam 
berlalu lintas juga merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena 
itu, pembina lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab 
membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan 
lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya membangun dan mewujudkan 
budaya keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dilakukan 
melalui : 
a. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini; 
b. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas 
serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; 
c. Pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan 
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
d. Penciptaan Lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong 
pengguna jalan berlaku tertib; 
e. Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan; 
54 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan ini juga mengatur mengenai masalah dampak 
lingkungan yang ditimbulkan akibat dari aktivitas Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur mengenai 
perlindungan kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dan pencegahan dan penanggulangan dampak Lingkungan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua hal tersebut termuat dalam 
pasal 209 dan pasal 210 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Dengan demikian Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan diundangkan atas dasar semangat bahwa penyelenggaraan 
lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektor harus 
dilaksanakan dengan memperbaiki koordinasi antara para pembina 
dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Hai ini 
dilakukan guna mengantisipasi permasalahan yang sangat 
kompleks. 
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan dan penerapan sanksi 
pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang bersifat ringan, 
dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif 
ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur 
kesengajaan dapat dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. 
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Hal ini dimaksud agar dapat menimbulkan efek jera kepada si 
pelanggar. Oleh karena itu, peraturan-peraturan baru dalam 
undang-undang ini harus diketahui oleh masyarakat agar tercipta 
ketertiban dalam berlalu lintas. 
Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dikelompokkan beberapa pasal yang termasuk 
dalam kategori pelanggaran, yang terdiri atas : Pasal 274, Pasal 
275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 
281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 
287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 
294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 
300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 
306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313. Sementara 
dalam Pasal 316 ayat (2) dikelompokkan beberapa pasal yang 
termasuk dalam kategori kejahatan, yang terdiri atas : Pasal 273, 
Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 
312. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya 
pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti 
terhadap sesuatu obyek yang mudah dipegang ditangan.41  
Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk 
menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, 
yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan 
ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau 
kecenderungan-kecenderungan yang timbul.42  
Bertitik tolak pada judul yang penulis angkat pada skripsi ini, 
maka Penulis melakukan beberapa metode penelitian yaitu :  
A. Lokasi Penelitian  
Bertitik tolak pada judul yang penulis angkat pada skripsi ini, 
maka tempat dan lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di 
Kota Makassar. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah 
Polrestabes Makassar  dan Pengadilan Negeri Kota Makasssar 
dengan pertimbangan bahwa lokasi ini relevan dengan judul yang 
diangkat oleh penulis. 
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B. Sumber Data  
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa 
bahan hukum yang terdiri dari :  
a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 
mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan yang 
relevan.  
b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang 
menjelaskan bahan hukum primer berupa literature, pandangan 
para pakar yang berkaitan dengan pidana denda, serta 
sumber-sumber lainnya yang bisa dijadikan pedoman dalam 
penulisan skripsi ini. 
c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan 
bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.  
C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data  
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yakni melalui 
metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan metode 
penelitian lapangan (Field Research).  
a) Metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu 
penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data 
dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
b)  Metode penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian 
yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. 
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Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara dengan Polisi, 
Hakim dan pihak-pihak yang terkait dengan tulisan ini.  
D. Analisis Data  
Data yang diperolah dalam penelitian ini akan dianalisis 
secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
Sebelum menganalisis data tersebut terlebih dahulu diadakan 
pengorganisasian yang diperoleh melalui wawancara dan data 
sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan. 
Kemudian data yang terkumpul dianalisis secar kualitatif, dan 
disajikan secara deskriptif-kualitatif yaitu memberikan gambaran 
dan menerangkan hasil penelitian, terkait dengan rumusan masalah 
yang menjasi objek penelitian.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Efektivitas Pidana Denda terhadap Pelanggar Lalu Lintas 
berdasarkan UU LLAJ Tahun 2009. 
Efektivitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tecapainya 
tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu 
pemidaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan 
adanya pemidanaan itu tercapai. 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan 
pemidanaan adalah :43 
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat; 
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna; 
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat; 
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
Selanjutkan diutarakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan 
untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat 
manusia. 
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Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan seperti di atas maka 
pidana denda juga seharusnya dapat dirasakan sifat penderitaannya 
bagi mereka yang dijatuhinya. Secara konkret apakah realisasi dari 
pidana denda secara objektif dan subjektif dirasakan oleh pelaku 
sebagai suatu yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu. 
Dalam rangka mengkaji efektivitas yang menyangkut segi 
pelaksanaan (eksekusi), maka harus dibuang jauh-jauh suatu 
pemikiran bahwa kriteria efektif dan tidaknya pidana denda diukur 
dari besarnya uang yang dapat dikumpulkan oleh eksekutor (Jaksa) 
dari pidana denda yang dijatuhkan, dan dengan uang tersebut dapat 
digunakan sebagai “andil” dalam pembangunan bangsa dan negara. 
Dalam mengkaji tentang ukuran efektivitas pidana denda, 
harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana 
penggantinya, dalam hal si terpidana tidak dapat membayar denda 
yang telah ditentukan. Menurut ketentuan yang ada dalam KUHP 
sekarang penggantinya adalah pidana kurungan. 
Dengan asas keseimbangan ini maka dalam rangka eksekusi 
akan menjadi lebih mudah, yaitu apabila tidak dapat dieksekusi 
pidana denda, maka dikenakan pidana penggantinya sehingga 
dengan demikian maka dalam realisasinya tidak akan terjadi apa 
yang dikenal saat ini sebagai “tunggakan kronis”. 
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Untuk memaksa atau menimbulkan tekanan agar orang yang 
dijatuhi pidana denda mau membayar dendanya, maka dapat 
ditempuh jalan sebagai berikut :44 
1. Mengaktifkan fungsi Kejaksaan sebagai eksekutor, yang 
juga merupakan Pengacara Negara untuk melakukan 
gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau 
membayar dendanya. Sehingga dalam fungsi dan 
kedudukan sebagai penggugat dapat memohon 
dilakukannya “conservatoir beslaag” terhadap barang-
barang milik terdakwa (sebagai tergugat) tidak terbatas 
terhadap barang-barang yang terkait langsung dengan 
kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan akan tetapi 
juga terhadap barang-barang lainnya milik terdakwa. 
2. Melaksanakan secara konsekuen pidana pengganti denda, 
yang dalam KUHP sekarang berupa pidana kurungan, atau 
dalam konsep Rancangan KUHP berupa pidana 
pengawasan atau pidana kerja sosial. 
Sebagai mana dimaksudkan diatas, hal tersebut dapat 
menimbulkan tekanan psikologis bagi terpidana denda untuk 
membayarnya. 
Soerjono Soekanto pada intinya menggunakan tolak ukur 
efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal, yakni : faktor 
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hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, 
faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.45 
a. Faktor Hukum dan Undang-Undang 
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan dan penerapan sanksi pidana 
diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang bersifat ringan, dapat 
dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif ringan. 
Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan 
dapat dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini 
dimaksud agar dapat menimbulkan efek jera kepada si pelanggar. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana denda yang 
diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengacu kedalam ketentuan denda 
yang terdapat dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berisi :46 (1) Terpidana 
dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas 
waktu pembayar denda; (2) Ia selalu berwenang membebaskan 
dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar 
dendanya; (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik 
sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan 
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 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT RAJAGRAFINDO 
PERSADA, Jakarta, 2005, hlm. 9. 
46 Andi Hamzah, KitabUndang-undang Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 17. 
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pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan 
yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. 
Peraturan yang khusus dalam mengatur tentang lalu lintas 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, bagi siapapun yang melanggar ketentuan 
tersebut maka akan dikenakan tindak pidana yang tegas dengan 
ketentuan yang ada didalamnya. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkatan Jalan dikatakan telah berjalan dengan efektif ketika 
didukung dengan tindakan represif oleh penegak hukum sebagai 
lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses 
penyelesaian perkara lalu lintas. 
Dalam hal ini, penyelesaian perkara yang dimaksud adalah 
jenis perkara sanksinya berupa pidana denda. Adapun proses 
penyelesaiannya dilakukan oleh beberapa lembaga penegak hukum, 
diantaranya Kepolisian RI, Pengadilan dan Kejaksaan. 
b. Faktor Penegak Hukum 
Penegak hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas 
karena mereka yag secara langsung mapun yang tidak langsung 
turut serta dalam proses penegakan hukum. Setiap penegak hukum 
memilliki peran dan tugas masing-masing dalam menjalankan 
peranan dan kedudukannya penegak hukum memiliki wewenang 
untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Apabila peraturan 
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perundang-undangan sudah baik namun jika aparat pengak 
hukumnya tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka akan 
menimbukan system yang tidak baik dalam penegakaan hukum. 
Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi d kota 
Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, masyarakat kurang 
memahami hukum itu sendiri dan tujuan dari hukum itu diterapkan 
hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis pada tanggal 5 
Agustus 2014 kepada Bripka Murdadi  sebagai Baur Tilang 
Polrestabes Kota Makassar mengatakan bahwa :  
“Dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah kecelakaan korban 
cukup berkurang namun dalam hal pelanggaran lalu lintas tiap 
tahunnya tidak menentu kadang menurun dan bisa juga 
pelanggaran tersebut meningkat…”  
“…..Lanjut Bripka Murdadi menambahkan semenjak 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  jumlah pelanggaran lalu lintas 
di kota Makassar mengalami peningkatan, karena masih banyak 
pengguna jalan yang kurang memahami hukum itu sendiri 
dengan tujuan hukumnya. Kami dari pihak Kepolisian sendiri 
dimana peraturan itu diberlakukan maka harus dilaksanakan, 
namun sebagai pengguna jalan sendiri sebagian masih banyak 
yang melanggar peraturan tersebut” 
Dari hasil wawancara tersebut penulis memperoleh data grafik 
tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi sepanjang tahun 2011-
2013 di kota Makassar sebagai berikut : 
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Tabel Data 1 
Pelanggaran Polrestabes Kota Makassar 
No. Tahun Jumlah Pelanggaran 
1. 2011 15.577 
2. 2012 17.600 
3. 2013 14.999 
Sumber data : Poltestabes Kota Makassar Pada tanggal 5 Agustus 2014 
 
Adapun untuk mencegah dan menaggulangi jumlah 
pelanggaran lalu  lintas yang terjadi di kota Makassar Bripka Murdadi 
mengungkapkan : 
“kami pihak kepolisian sering melaksanakan operasi rutin sesuai 
dengan Pasal 263 UU No.22 Tahun 2009, yang kami 
koordinasikan dengan beberapa pihak baik dengan pihak 
DLLAJ dan yang lainnya. Selain itu, dari pihak kepolisian sendiri 
untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas kami 
memberikan pengarahan dengan mensosialisasi- kan tentang 
lalu lintas dan angkutan jalan, selain itu juga akan memberikan 
sarana dan prasarana lalu lintas seperti memasang rambu-
rambu lalu lintas sesuai dengan fungsinya.” 
  
Sedangkan berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan 
pada tanggal 5 Agustus 2014 Kepada Ardiansyah S.H. sebagai Staff 
Pidana Pengadilan Negeri kota Makassar, diperoleh data penjatuhan 
sanksi pidana di Pengadilan Negeri Makassar : 
Tabel Data 2 
Pelanggaran Pengadilan Negeri Makassar 
No. Tahun Jumlah Pelanggaran 
1. 2011 15.495 
2. 2012 17.501 
3. 2013 14.889 
Sumber data : Pengadilan Negeri Makassar Pada tanggal 5 Agustus 2014 
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Dari data pelanggaran di atas, diperoleh selisih jumlah 
pelanggaran yang diberikan oleh Polretabes Makassar dan 
Pengadilan Negeri Makassar. hal tersebut terjadi karena dalam 
proses penyelesaiannya, terdapat kebijakan lain dari aparat 
Kepolisian tersebut, misalnya saja Kapolrestabes memberikan 
keringanan sanksi sehingga proses penyelesaian tilang tersebut tidak 
perlu dilanjutkan hingga ke Pengadilan Negeri. Hal ini diperkuat 
dengan pernyataan Bripka Murdadi : 
“sesuai dengan instruksi pimpinan, beberapa kasus 
pelanggaran lalu lintas tida perluh dilanjutkan ke tingkat 
Pengadilan apabila pelanggaran yang dilakukan masih 
tergolong pelanggaran ringan, contohnya tidak menyalakan 
lampu utama pada siang hari.” 
Dari hasil analisis penulis, pada tahun 2013 terjadi 
peningkatan pelanggaran sebanyak 2.023 kasus pelanggaran lalu 
lintas jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 15.577 kasus. 
Meningkatnya jumlah pelanggaran pada tahun 2012 di Kota 
Makassar terjadi karena maish banyak masyarakat yang tidak takut 
untuk melakukan pelanggaran lalu lintas kembali, hal ini disebabkan 
oleh : 
1. Pidana denda dapat dibayarkan atau ditangguhkan oleh 
puhak ketiga, sehingga pidana denda yang dijatuhkan tidak 
secara langsung dirasakan oleh si pelanggar itu sendiri. 
2. Bahwa pidana denda itu lebih menguntungkan bagi orang-
orang yang mampu. 
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3. Pidana denda tidak dapat menimbulkan stigma atau cap 
sebagai penjahat bagi pelanggar. 
Hal lain yang dapat dianalisis penulis, pada tahun 2013 jumlah 
pelanggar di Kota Makassar menurun sebanyak 2601 kasus jika 
dibandingkan pada tahun 2012 terjadi pelanggaran sebanyak 17.600 
kasus. Penurunan ini terjadi karena mengingat tingginya jumlah 
pelanggaran pada taun 2012 sehingga aparat Kepolisian Polrestabes 
Makassar meningkatkan intensitas sosialisasi UU LLAJ beserta 
sanksinya, hal ini jelas membuat pengetahuan masyarakat sebagai 
pengguna jalan menjadi lebih tahu tentang bahaya dan sanksinya 
apabila melakukan pelanggaran lalu lintas. 
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bripka Murdadi : 
“sesuai intruksi Kapolrestabes, demi meningkatkan kepatuhan 
berlalu lintas, jumlah personil yang disiagakan di jalan raya 
ditingkatkan. Kami juga berkoordinasi dengan Dinas 
Perhubungan Kota Makassar untuk lebih sering melakukan 
sosialisasi UU LLAJ dan melengkapi alat jalan, sehingga dapat 
menekan jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar.” 
Hal lain yang diungkapkan oleh Ardiansyah S.H Staff pidana 
Pengadilan Negeri Kota Makassar dalam wawancara dengan penulis 
adalah : 
“pengalaman selama ini yang dikeluarkan oleh eksekutor 
(Jaksa) tentang sulitnya penagihan denda kepada terpidana, 
perlu dipikirkan pada putusan Hakim yang berupa denda verstek 
(putusan diluar hadirnya terdakwa), hendaknya jangan 
berbentuk pidana denda lagi, akan tetapi berbentuk pidana 
kurungan.” 
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Uraian di atas memberikan perbandingan terhadap usaha 
penanggulangan kesulitan dalam hal eksekusi pidana denda. Dalam 
hal ini disadari bahwa kemungkinan tersebut dapat saja terjadi, oleh 
sebab itu maka pidana pengganti denda tetap merupakan hal yang 
perlu disadari. Pidana denda bukan merupakan sarana pengumpulan 
dana, sehingga permasalahannya bukan kuantitas pidana denda 
yang dijatuhkan. Akan tetapi sejauh mana tujuan pemidanaan dapat 
tercapai dengan adanya penjatuhan pedana denda. 
Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi efektivitas daripada 
pelaksaan pidana denda adalah divergensi antara pidana denda 
yang diancamkan dengan pidana denda akan mengakibatkan 
melemahnya pematuhan hukum, dengan kata lain tidak timbulnya 
efek jerah terhadap terdakwa. 
Meskipun disadari bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana, 
khusus pidana denda selalu akan memperhatikan kemampuan 
terdakwa. Bahkan tidak jarang dalam kasus-kasus tertentu di mana 
Hakim tidak bisa tidak harus manjatuhkan putusan berupa pidana 
denda, sedangkan terpidananya sama sekali tidak mampu untuk 
membayarnya sehingga Jaksanya yang membayar denda yang 
dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut. 
Ditinjau dari perspektif teori hukum responsive, bahwa antara 
tujuan dibentuknya UU LLAJ dengan hasil pelaksanaan aturan 
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tersebut di Kota Makassar tidak terjadi kesenjangan. Tujuan UU 
LLAJ tersebut adalah untuk mencegah dan menekan jumlah 
pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar, sementara berdasarkan 
data pelanggaran lalu lintas Polrestabes Makassar maupun 
Pengadilan Negeri Makassar semakin meningkat. 
c. Faktor sarana dan fasilitas 
Sarana dan fasilats sangat penting untuk mengefektifkan 
aturan hukum tertentu. Apabila aturan hukum dan aparat penegak 
hukkumnya sudaah baik tetpisaran dan fasilitasnya tidak memadai 
maka aturan terssebut tidak berjalan dengan efektif. 
Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Bripka 
Murdadi mengatakan kepolisian tidak begitu mengalami banyak 
kendala dalam menjelankan ketentuan dalam UU LLAJ ini. 
“Kami dari pihak kepolisian tidak mengalami kendala yang 
dihadapi, karena dari pihak kepolisian telah menjalankan tugas 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dari sisi personil jumlah 
polisi yang kami tugaskan dalam melakukan operasi rutin dalam 
keamanan dan ketertiban berlalu lintas, disesuaikan dengan 
kebutuhan dilapangan dengan koordinasi dengan pihak lain, 
biasanya minimal 10 sampai 15 aparat penegak hukum 
ditempatkan dititik rawan kecelakaan. 
d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat 
Dalam memfungsikan hukum sebagai alat rekayasa sosial, 
maka proses sosialisasi perundang-undangan sangat penting agar 
undang-undang atau aturan hukum tersebut benar-benar efektif 
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berlakunya. Jadi, suatu undang-undang harus disosialisasikan 
secara baik sebelum dilaksanakan.47 
Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi 
hukum, tujuannya ialah untuk meningkatkan kesadaran hukum yang 
positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari 
kalangan penegak hukum.48 
Achmad Ali membedakan kesadaran hukum dengan ketaatan 
hukum. Menurutnya, ketaatan hukum adalah kesadaran hukum yang 
positif sedangkan ketidaktaatan hukum padahal yang bersangkutan 
memiliki kesadaran hukum, berarti kesadaran hukum yang dimiliki 
adalah kesadaran hukum yang negatif.49 
Derajat kepatuhan masyarakat dalam hukum merupakan 
salah satu indikator berfungsinya hukum artinya kalau derajat 
kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas cukup tinggi, maka 
peraturan akan berfungsi. Salah satu contohnya pengguna jalan 
memahami semua rambu-rambu yang ada dalam penggunaan jalan 
baik dalam Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang yang 
terkait. 
Berdasarkan hasil wanwancara yang dilakukan oleh penulis 
pada tanggal 7 Agustus 2014 terhadap 10 responden di masyarakat 
                                                             
47 Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta : Yarsif 
Watampone, hlm.5.  
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diperoleh bahwa 8 dari 10 orang responden  mengatakan pihak 
kepolisian yang membarikan denda tilang selalu mengupayakan 
penyelesaian secara damai hal ini  berakibat buruk pada citra 
kepolisian  khususnya pada satuan lalu lintas (Satlantas) Polrestabes 
Makassar.  
e. Dampak Sosiologi Penerapan UU LLAJ di Kota Makassar 
Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi 
hukum, tujuannya adalah untuk meningkat kesadaran hukum yang 
positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari 
kalangan penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran 
hukum ada dua macam :50 
a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum. 
b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan 
hukum. 
Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dalam 
tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji 
secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah 
persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai 
aturan, norma, atau asas.51 
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Dampak ketaatan masyarakat terhadap hukum ditentukan 
oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum dan sejauhmana aparat 
penegak hukum menerapkan aturan tersebut secara konsisten. 
Setelah melakukan wawancara dengan 10 orang responden yang 
dalam hal ini pengendara di Kota Makassar, penulis menemukan 
fakta bahwa ketidaktaatan terhadap aturan disebabkan oleh tingkat 
kesadaran masyarakat yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan 
pengabaian terhadap rambu-rambu lalu lintas. Para responden 
mengakui ketaatan akan adanya hukum ditunjukkan hanya pada saat 
aparat Polisi ada. 
Sementara aparat penegak hukum dalam hal ini polisi tidak 
tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar lalu lintas. 
Faktor utama ketidaktegasan dalam memberikan sanksi adalah 
perilaku suap. Perilaku tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran 
rendah terhadap hukum juga terjadi pada penegak hukum itu sendiri 
karena telah mengabaikan aturan-aturan yang ada. Perilaku tersebut 
terjadi karena masyarakat merasa mudah menyelesaikan proses 
tilang tersebut karena memberikan suap kepada aparat Polisi dan 
Polisi merasa diuntungkan karena diberikan suap. 
Efektif tidaknya suatu aturan ditentukan dari penerapan yang 
tegas dan konsisten. UU LLAJ di Kota Makassar telah mampu  
mengakomodasi kepentingan pengguna jalan untuk terciptanya 
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ketertiban berlalu lintas. Permasalahan yang terjadi baik dari pihak 
aparat maupun masyarakat mengabaikan aturan yang ada. 
B. Proses Penyelesaian Denda Tilang Yang Diberikan Pihak 
Kepolisian Kepada Pelanggar Lalu Lintas 
Proses penyelesaian denda tilang sering kali dikaitkan dengan 
citra buruk Kepolisian. Hal ini disebabkan oleh kurang transparannya 
pihak Kepolisian pada proses penyelesaian denda tilang yang erat 
berkaitan dengan dana hasil tilang. 
Sering kali penyelesaian tilang dikaitkan erat dengan istilah 
atur damai, istilah yang diciptakan oleh masyarakat yang ingin 
menyelesaikan denda tilang dengan cara mudah dan cepat dengan 
cara menyuap aparat kepolisian. Hal ini membuat citra Kepolisian 
yang disegani sebagai pengayom dan pelindung masyarakat 
tercoreng. 
Hal lain yang membuat makin buruknya citra Kepolisian 
khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah kurang 
transparannya mengenai denda tilang yang dititipkan (denda titipan). 
Denda titipan merupakan denda yang dibayarkan oleh seseorang 
yang terbukti melanggar dengan menitipkan dana denda tilangnya 
kepada aparat Kepolisian dengan maksud agar aparat tersebut yang 
membayarkan dendanya ke Bank BRI. 
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Khusus di Kota Makassar denda titipan tersebut tidak 
dibelakukan, hal ini dipertegas dengan pernyataan Bripka Murdadi : 
“kami tidak menawarkan dan tidak menerima denda titipan di 
Kota Makassar karena rentan pemberitaan buruk, hal ini 
berdampak pada citra Kepolisian yang tengah dibangun”. 
Hal lain yang dapat menjadi celah lemahnya penanganganan 
denda tilang adalah adanya intervensi jabatan oleh orang lain. 
Intervensi yang dimaksudkan di sini adalah penyalagunaan 
wewenang, pangkat dan jabatan demi menghindari pemberian tilang 
oleh aparat Kepolisian. 
Sosialisasi UU LLAJ, kelengkapan alat jalan dan ketegasan 
aparat merupakan kunci utama untuk menekan terjadinya 
pelanggaran lalu lintas. 
Penindakan pelanggaran lalu lintas kepada para pelanggar 
oleh aparat Kepolisian didasari oleh :  
1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; 
2. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ; 
3. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 
4. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 
Pemberian tilang oleh aparat Kepolisian hanya diajukan 
kepada 27 jenis pelanggaran lalu lintas tertentu.Kriteria jenis 
pelanggaran tertentu tersebut adalah : 
1. Pelanggarannya kasat mata dapat diketahui; 
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2. Tidak perlu alat pembuktian; 
3. Tidak perlu keterangan ahli. 
Sasaran dari tindakan pelanggaran tersebut adalah : 
1. Pengguna jalan yang melanggar peraturan atau perundang-
undangan lalu lintas; 
2. Kendaraan berada di jalan yang tidak memenuhi ketentuan 
atau peraturan perundang-undangan lalu lintas; 
3. Kendaraan yang digunakan dalam pelanggaran lalu lintas. 
Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh aparat 
Kepolisian lalu lintas terbagi atas dua jenis, yaitu penindakan 
bergerak dengan cara patroli dan penindakan di tempat dengan 
syarat yang telah ditentukan, antara lain : 
1. Operasi tersebut telah direncakan sebelumnya; 
2. Dilengkapi dengan surat perintah penugasan; 
3. Lokasi operasi telah ditetapkan; 
4. Sasaran operasi diproritaskan; 
5. Dapat dilaksanakan secara gabungan dengan instansi 
terkait. 
Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut, seringkali 
aparat kepolisian memberikan bukti pelanggaran (selanjutnya disebut 
tilang). Fungsi dari tilang tersebut adalah : 
1. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri; 
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2. Sebagai pengantar untuk pembayaran denda ke Bank BRI 
atau Panitera; 
3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita (SIM, 
STNK, kendaraan bermotor). 
Surat tilang sendiri terdiri atas lima lembar dan masing-masing 
lembar berlainan warna dan fungsi, berikut penjelasannya : 
1. Merah dan atau biru untuk pelanggar; 
2. Hijau untuk Pengadilan Negeri; 
3. Putih untuk Kejaksaan; 
4. Kuning untuk Kepolisian. 
Surat tilang berwarna merah akan diberikan ketika pelanggar 
melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi tidak mengakui pelanggaran 
yang dilakukan. Aparat Kepolisan akan memberikan surat tilang 
berwarna merah dan akan menyelesaikan perkara tilang di 
Pengadilan Negeri sesuai tanggal yang ditentukan. 
Surat tilang berwarna biru diberikan oleh aparat kepolisian 
apabila pelanggar mengakui pelanggaran yang dilakukan dan akan 
menyelesaikan denda di Bank BRI. Tapi dalam hal ini, pihak 
kepolisian akan memberikan denda tertinggi sesuai UU LLAJ. 
Setelah pelanggar membayarkan dendanya di Bank BRI, tanda bukti 
pembayaran dan surat tilang berwarna biru diserahkan kepada 
aparat kepolisian yang memberikan tilang untuk mengambil barang 
bukti yang disita. 
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Ardiansyah, S.H staff bagian pidana Pengadilan Negeri 
Makassar mengungkapkan bahwa : 
“banyak pelanggar yang telah membayarkan dendanya 
dendanya tidak mengetahui bahwa setelah tilang diputuskan 
oleh hakim, maka sisa dari pembayaran denda di Bank BRI 
dapat diambil kembali. Misalnya, pelanggar membayarkan 
denda sebesar Rp. 1.000.000,00 ke Bank BRI, tapi setelah 
Hakim memutuskan bahwa pelanggar hanya perlu diberikan 
denda sebesar Rp. 250.000.00 maka sisa uang denda sebesar 
Rp. 750.000.00 dapat diambil kembali oleh pelanggar. Putusan 
ini berupa putusan verstek, dimana pada saat persidangan 
berlangsung pelanggar tidak hadir. Menurut keterangan 
Ardiansyah,S.H, dana kelebihan hasil denda tilang tersebut 
hingga saat ini hampir menyentuh angka Rp. 1.000.000.000.00 
(1 miliar rupiah). Dana tersebut akan tersebut akan terus 
bertambah seiring bertambahnya jumlah pelanggaran yang 
ditindak.” 
Surat tilang berwarna merah dan biru sekaligus sangat jarang 
diberikan oleh aparat Kepolisian kepada seseorang yang terkena 
tilang. Hal ini terjadi apabila pelanggar tidak mau mengakui 
pelanggarannya dan tidak mau memberikan tanda tangannya pada 
lembaran tilang.  
Dengan demikian, pada proses penyelesaiannya di 
Pengadilan Negeri Hakim akan memanggil dan mempertemukan 
pelanggar dan aparat kepolisian yang memberikan tilang. Apabila 
diperlukan, Hakim akan memanggil masing-masing satu orang saksi 
dari pihak pelanggar dan aparat kepolisian yang memberikan tilang. 
Jika terbukti melanggar, Hakim akan memutuskan pelanggar 
bersalah, maka uang denda yang diputuskan Hakim akan masuk ke 
kas Negara. 
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Berikut adalah proses pembayaran di Bank BRI. Pelanggar 
akan diberi slip tabungan BRITAMA dengan nomor rekening pejabat 
Kepolisian Daerah yang berwenang tentang lalu lintas, bukan dalam 
bentuk Giro atau nama instansi Kepolisian. Pelanggar haruslah 
menyerahkan slip tabungan berserta dana  dan petugas Bank BRI 
akan memberikan bukti setoran. Bukti setoran inilah yang akan 
menjadi pengantar bagi pelanggar untuk mengambil barang bukti 
yang disita pihak Kepolisian. 
Setiap daerah mempunyai ukuran sendiri mengenai jumlah 
maksimum dan minimum denda yang akan diterapkan. Hal ini sesuai 
dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993, yang 
menyebutkan bahwa : 
“dalam hal menentukan uang untuk titipan pelanggaran yang 
bersifat ringan, sedang dan berat, Ketua Pengadilan Negeri 
agar memperhatikan secara teliti keadaan sosial ekonomi di 
wilayah hukumnya masing-masing.” 
Sesuai dengan surat edaran di atas, dapat dipahami bahwa 
penjatuhan atau pemberian pidana denda bagi pelanggar 
digantungkan pada keadaan dan kemampuan masyarakat setempat. 
Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada di 
dalamnya secara umum dipatuhi oleh Pengadilan Negeri, dengan 
alasan untuk mengurangi keanekaragaman (disparitas) pemidanaan 
denda. 
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Terkait dengan surat edaran tersebut, berikut pernyataan 
Ardiansyah S.H pada saat wawancara dengan penulis : 
“bukan hanya setiap daerah yang mempunyai tingkat 
penjatuhan denda yang bervariasi, tapi setiap hakimnya juga 
mempunyai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan. 
Jadi terdapat perbedaan denda antara pelanggar yang satu 
dengan yang lain walaupun pelanggar tersebut melakukan 
pelanggaran yang sama.” 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penjatuhan pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas 
ternyata belum efektif, karena masih banyak masyarakat yang 
tidak takut melakukan pelanggaran lalu lintas kembali. Hal ini 
disebabkan : Pidana denda dapat dibayar atau ditangguhkan 
oleh pihak ketiga sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara 
langsung dirasakan oleh pelanggar itu sendiri. Pidana denda itu 
lebih menguntungkan bagi orang yang mampu. Pidana denda 
tidak menimbulkan stigma atau cap sebagai penjahat bagi 
pelanggar. 
2. Transparansi dalam penyelesaian denda tilang mempengaruhi 
citra Kepolisian khususnya Satlantas Polrestabes Makassar. 
Penyelesaian denda tilang erat kaitannya dengan dana hasil 
tilang, semakin transparan proses penyelesaian tersebut, 
semakin banyak dana yang dihasilkan sehingga dapat menjadi 
salah satu sumber pemasukkan Negara. 
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B. Saran 
1. Untuk mengurangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota 
Makassar, diharapkan kepada aparat Kepolisian Meningkatkan 
Jumlah personil Satlantas di Jalan raya dan titik tertentu sehingga 
pengendara tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. 
2. Penanganan terhadap para pelanggar, memerlukan kemampuan 
dan keterampilan professional. Oleh karena itu, maka para penegak 
hukum harus mempunyai pendidikan formal dengan taraf tertentu, 
serta pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup besar. 
Pengutamaan kekuatan fisik bukanlah sikap professional didalam 
menangani masalah lalu lintas. 
3. Pendidikan bagi pengemudi dan peran serta pemerintah agar dapat 
memasukan pelajaran berlalu lintas ke kurikulum sekolah dan 
perguruan tinggi agar masyarakat sadar akan pentingnya ketertiban 
berlalu lintas. 
4. Diharapkan kepada pihak Kepolisian lebih sering melakukan 
sosialisasi tentang cara penyelesaian dan pembayaran denda 
tilang. Transparansi dan saling mengawasi antara pihak terkait 
yakni Kepolisian, Pengadilan Negeridan Kejaksaan menjadi hal 
yang penting guna menghindari pemberitaan negative seperti 
penggelapan dana hingga korupsi. 
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5. Sisa dana tilang dimasukkan ke dalam kas Negara untuk digunakan 
sebaik-baiknya. 
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